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BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

|
NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG

Menimbang

Mengingat

MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

)

‘f BUPATI KARANGANYAR,

1
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
pemberian bantuan langsung kepada =~ masyarakat
Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar, perlu adanya
petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan Bantuan Langsung
Mgsyarakat Tahun Anggaran 2007;

béhwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
d?ngan Peraturan Bupati.

Uhdang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam
Llngkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 ~ tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun: 2004 Nomor 53,
T?mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389); ' -

U?ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2905 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesna Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4438);




Menétép'kén o

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
- 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa -
Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
fNomor 4330) sebagaimana telah diubah yang terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; ‘

6. ‘Pgraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; '

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah; ,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah

.Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 547 .Tahun 2006
tentang Standar -Biaya Tahun Anggaran 2007 (Berita -
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 53);

10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi
'Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran
2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
Nomor15) ,

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
'Daerah Tahun Anggaran Tahun 2007 (Benta Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN. BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2007 ‘
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Pasal 1

Petunjuk ’pelaksanaan kegl‘atan Bantuan Lahgsung Masyarakat
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 sebagalmana '

4tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

' Pasal 2

lHal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang

mengena| teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.




Pasal 3

Biaya yéng timbul dengan ditetapkan Peraturan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karanganyar.

|
Pasal 4

Peraturah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Aéar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengund?ngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
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Ditetapkan di Karangahyaf
padatanggal R @’Mh\ 2007

ANGANYAR

BUPATI

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S;Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karahganyfar
padatanggal & gul | S0P

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
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.~ PENDAHULUAN.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR  : 3L TAHUMN RKov

: TANQGAL, L ;2 Z\‘h 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR
- TAHUN ANGGARAN 2007

A Maksud

1. Untuk ,meijudkan' kesatuan pemahaman dan pélaksahaan étas ~
 ketentuan 'pieraturan 'pérundang undangan yang berlaku, sehingga
B pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan dengan balk
Sebagai pedoman kerja penatausahaan keuangan daerah
Agar Pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah
dlselenggarakan sebagalmana mestinya. P
- 4. Sebagai ajat pengendallan dan - pengawasan/pemenksaan
pe_nétausah:—élan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung
Masyarakat.? |
5. Meningkatka;’n efisién’sn dan efektifitas pelaksanaan keglatan
: | Bantuan Langsung Masyarakat ' ,
B Menmgkatkan klnerja pelaksana anggaran/keglatan Bantuan
- Langsung Masyarakat leb|h baik dan tahun sebelumnya. ' ;
7.. Agar keglatan dapat dllaksanakan secara terpadu serasi, tepat

waktu, tepat mutu tepat sasaran dan manfaat serta tertb

admwstrasu .
8 Menjadlkan pelaksanaan pembangunan d| Desa/Kelurahan se-
Kabupaten Karanganyar lebih baik, adil dan merata; -
9. Menlngkatkan kemampuan Aparat ‘Kecamatan, Desa/Kelurahan
dalam penanganan keglatan sejak dari perencanaan sampai

dengan pelaksanaan




: B Tujuan. |

1 Terlaksanainya pengelolaan admi'nistras‘i kegiatan secara tertib
- sejak peref]canaan, pelaksanaan sampai pengendalian, monitoring
dan pelaporan untuk mencapai sasaran yang optimat;

2. Meningkatn:ya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan melalui swadaya
masyarakat '

3. Terlaksanaqya penyelenggaraan kegiatan“ yang memenuhi norma
perundang-Limdangan;, _ ‘

4. Terlaksanariya peningkétan sarana dan 'prasarana di Desal/
Kelurahan; | | |

5. Terlaksananya Bantuan Langsung Masyarakat berdasarkan prmsup-
prinsip : L .

a. Hemat, efISIen dan sesuai kebutuhan serta teknlk yang
dlsyaratkan ' ‘

b. Efektif, terarah terkendali, transparan dan akuntabel serta tepat
waktu sesual dengan rencana kegiatan.

\

C. Dasar Hukum ‘

Pelaksanaan Keglatan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun
Anggaran 2007 berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku,
yaitu : ’. '

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang ‘Pembentukan
: ’ Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2 Undang-Undar)g Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
~ Peraturan Pérundang undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesna Nomor 4389)

3. Undang- Undang Nomor\ 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan '
Daerah (Lembfaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahajn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
| sebagaimana ’&elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahunv

; '2005 (Lembarain Negara Republik Indonesia nomor 4548);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang ' Perimbangan

Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah
1
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(Lembarané Négara Republik Indonesia Tahun ', 2004 Nombr 126,
Tambahan L'Zembaran Negara Républik,lndonesia Nomor 4438)

|
. Keputusan f’residen Republik indonesia Nomor 80 Tahun 2003

tenta'ng Ped%)man Pengadaan Barang/Jasa“ Pemerintah, (Lembaran
Negara repujblik Indonesia Nom»ovr 120 , Tambahan Lémbaran Negara
Repu'blik lncionesia Nomdr 4330) sebagaimana telah diubah yang
terakhir dengj;an Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Péngelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menterl Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 152
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007
tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran

2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007

- Nomor 1); !

~10.

11.
. Penjabaran 3Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Peraturan Bupatl Kabupaten Karanganyar Nomor 547 Tahun 2007
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 53);

Peraturan Biupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pelaksanaan 'Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Llngkungan Pemerintah Kabupaten

Karanganyar Tahun Anggaran 2007 (Berlta Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2007 Nomor 15);
Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Anggaran Tahun 2007 (Benta Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2007 Nomor 16)

. Ketentuan Umuh

" Dalam Peraturain Bupati ini yang dimaksud dehgan X
1.

Anggaran f’e_ndapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
“APBD adajlah rencana keuangan tahunan pemeﬁntahan daerah
yang dibahias dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD dan ‘?ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bantuan Langsung Masyarakat' selanjutnya dlsmgkat BLM adalah
merupakan salah satu kegiatan yang tertuang dalam APBD

b
{ . . ’ 3
x
|
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Kabupateh :Karanganyar 'Tahun Ahggéran 2007 yang berupa
pemberian pantuan uang tunai secara langsung.

Satuan Ker}a Pe’rangkat'D‘aerah selanjutnya ‘disihgk‘at SKPD adalah

perangkat | daerah pada pemerlntah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang

’.Pengguna ‘Anggaran adalah Pejabat pemégang kewe'nangan'

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

- SKPD yang dlplmplnnya
Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan yang selanjutnya disingkat
- PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan

“satu atau beberapa keg|atan dari suatu program sesuai dengan

bidang tugasnya. . o

Kelompok "masyarakat vad}ala'h Orgahisasi masyarakat yang
bertu;uan untuk memngkatkan kesejahteraan secara umum.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program ,

Barang adalah benda dalam berbaga| bentuk dan uraian, yang

' mehputl bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan,

yang speS|f|kasmya dltetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa

a
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i TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG

MASYARAKAT TAHUN 2007

A Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;

&

- Setelah .Peraturaxn Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

~ Daerah ‘(APBD)i ditetapkan’ Sekretaris Daerah selaku Pengguna

Anggaran menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan

keglatan sebagal Dberikut :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dlsusun ~oleh Unit Kerja

_berdasarkan ‘Rencana Kerja Anggaran yang telah dibahas dan

d|setu1u1 dalam pembahasan Anggaran’ Pendapatan dan Belanja

‘Daerah dengan format sesuai ketentuan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran - (DPA) Bantuan  Langsung
Masyarakat dlsampalkan kepada Bupati melalui Tim Peneliti
Dokumen Anggaran Satuan Kerja untuk mendapatkan pengesahan.




| Masyarakat :

1.

- e a0

L

'Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), setelah disahkan oleh

Bupati - menjadl dasar ~ pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna
Anggaran. | ‘

B. Organisasir «;Penatausahaan - Pelaksanaan Bantuan Langsung

Organisasi Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat terdiri dari :

a. Pengguna Anggaran dijabat oleh Sekretaris Daerah

b. Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan (PPTK) dijabat oleh
Kepala Baglan Pembangunan
Tim Pengarah ;
- Tim Tekms Verifikasi dan Sekretanat Bantuan Sosial;
' Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pembantu Pengeluaran.
Tugas-tugas orgamsasu bantuan SOSIaI masyarakat :
a. Tugas! Tlm Pengarah bantuan sos:al masyarakat adalah :
- Memberlkan petunjuk arahan superV|SI kepada tim teknis
dalam rangka verifikasi . pengajuan permohonan bantuan
sosnal masyarakat. .
- Melaksanakan ‘tugas-tugas lain yang berkaltan dengan
bantuan sosnal masyarakat '

~ b. Tugas Tlm Teknls VerlflkaS| Bantuan Sosial Masyarakat‘

’adalah o

- Menetapkayn kriteria, pérSyar_atan dan prosedur
pemberian bantuan; e ,

- Melakukan penelltlan | dan' pengkajia'n terhadap
penentuan persyaratan permbhonanlproposal pengajuan
bantuan tu1uan sasaran, manfaat dan atau kesiapan
swadaya masyarakat

- Menetapkan besarnya alokasi dana bantuan “untuk
: mendapatkan persetUJuan Bupati; ; _

- Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan

keglatan verifikasi bantuan.

s c. v Tugas Sekretarlat Tim VerlflkaS|

- Membantu Tim Pengarah dan Tim Teknis Vern‘"kaSI

dalam memperS|apkan admumstrasn yang dlbutuhkan
i : . .

|
Sk
i



- Mempersrapkan tempat rapat dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan rapat tersebut;
- ‘Melaksanakan tugas-tugas kesekretarlatan yang la|n
| }sehubungan dengan pelaksanaan ‘Bantuan  Sosial
| masyarakat k
!
l
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. . ARAHAN PENGGLEJNAAN.BANTUAN

A

Bantuan Langsung Masyarakat merupakan salah satu keglatan

“pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

|
Karanganyar ’

Bantuan Langsung Masyarakat merupakan alokasi dana dari

Pemerlntah Kabupaten Karanganyar yang diberikan dalam bentuk'

uang kepada masyarakat yang bertu;uan untuk - penmgkatan

; kesejahteraan? masyarakat. Bantuan dlbenkan secara selektif dan

memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya Pengalokasran Dana |

Bantuan Langsung Masyarakat berdasarkan pada :

1.

Bantuan dlharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dlhadapr
oleh masyarakat ’

2. Kepentrngan langsung bagi masyarakat atau Iembaga

3." Bantuan ‘dlmaksudkan dapat menumbuhkan peran serta

5.
| ‘Untuk menunjang optrmallsa3| penenmaan negara dan sektor pajak,

(swadaya) masyarakat ,
Bantuan agar droptlmalkan penggunaannya dan blaya persiapan,
perencanaan pengawasan dan pajak menjadr tanggungjawab
penerima bantuan o _ '
Menunjang program pnontas nasronal

| penerima bantuan waijib memungut dan menyetorkan pajak sesuai

~ketentuan perurdang undangan yang berlaku :

|
g

IV. TAHAPAN PELAK’SANAAN KEGIATAN MEKANISME PENGAJUAN
o PERMOHONAN PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN |

Pembentukan Tm Pengarah T|m Tekms Venfrkasr dan Sekretanat Tim
Bantuan Sosral Masyarakat Tahun 2007 .




Tim Pengaréh dan Tim Teknis Verifikasi | menyusun petunjuk
pelaksanaan Qntuk kegiatan Bantuan Langsung Masyérakat Tahun
Anggaran 2007.

Desa/Kelurahalb/Kelompok Masyarakat mengajukan permohonan dana
Bantuan Lang%ung Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa/
Kelurahan dan bamat, kepada Bupati Karanganyar, dengan disertai :

: a. Proposal kégiatan yang dimohonkan bantuan

b. RAB dan gémbaf (untuk kegiatan fisik)

c. Panitia pelaksana kegiatan

d Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan/keglatan sesuai
permohonan yang diajukan. '

Usulan dari 'Desa/KeIurahan/KeIompok -‘Masyarakat tersebut

selan]utnya dlrekap oleh Tim Teknis Verifikasi di bantu staf admlmstram

yang berada di kesekretanatan Tim; _

Tim Teknis VeylflkaS| Bantuan Langsung Masyarakat melaksanakan

penelitian admi:nistratif terhadap usulan permohonan dibantu staf

administrasi; |

.- Tim Teknis Ve?ifikasi dan pengéndali Bantuan Langsung Masyarakat

mengadakan rapat koordinasi membahas usulan untuk membenkan
bahan tentang pengalokasnan bantuan .

Tim Teknis Vernflka5| Bantuan Langsung Masyarakat membuat laporan
hasil rapat koorc%iinasi tefsebut diatas kemudian dilaporkan kepada Tim
Pengarah untuk‘E mendapakatkan rekomen‘da.si dan persetujuan yang

dltuangkan dalam Berita Acara;

, HaSIl laporan T|m Teknis VenflkaS| yang telah dlrekomendaS| oleh Tim

Pengarah selanjutnya Tim Pengarah mengajukan alokasi Bantuan

- Langsung MasS/arakat kepada Bupati dan selanjutnya Bupati

menerbitkanlmenfnetapkan penerima bantuan; ,
Sosialisasi Kebutusan - Bupati Karanganyar tentang Petunjuk

~ pelaksanaan Béntuan Langsung Masyarakat Tahun 2007 dan

10.

pengalokasian déna Bantuan Langsung Masyarakat kepada Camat dan

| Kepala Desa/Keiurahan/KelOmek Masyarakat oleh Tim Pengarah dan

dibantu oleh Tim:Teknis Verifikasi;
Pejabat Pelaksana Tekms keglatan dam bendahara Pembantu

Pengeluaran mengajukan keglatan kepada pengguna anggaran
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VL.

 11. Bendahara P?ngeluaran ‘membayar kepada masing-masing penerima

bantuan, deng'{an:mempe'rhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. -Pengalokésian berdasarkan pada Keputusan Bupati Karanganyar
tentang PengalokaSIan Dana kepada Desa/Kelurahan/Kelompok
Masyaraka}t Penerlma Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2007.

- b. Rincian penggunaan dana dari masing- masmg Desa/Kelurahan/
Kelompok Masyarakat sesuai jumlah dana yang akan diterima.

c. Penerima ?bantuan menyetorkan - pungutan PPN "atas dasar
pembelanjai;an dari penerima bahtuan sesuai rincian penggunaan
dana yang dlajukan oleh penerima bantuan sesuai ketentuan yang
berlaku. i ‘

d. Pembayara}l dilakukan dengan dilengkapi :

“1). Berita ‘iAcara ‘Serah Terima Dana Bantuan Langsung
Masyarakat Tahun 2007, rangkap 5 (lima)
2). Kwtansu dengan meterai cukup (Rp. 6.000,-), rangkap 5 (lima).
12. ‘Penenma bantuan menyerahkan berkas  SPJ keglatan kepada
Bendahara Pembantu Pengeluaran rangkap 4 (empat).
- 13. Bendahara Piembantu Pengeluaran menyerahkan SPJ kepada

Bendahara Pembantu Pengeluaran.
| ;
1
1

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
|

Untuk menjamin hasil kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun

,Anggara'n 2007 sesuai dengan maksud dan tujuannya maka perlu

|
dilaksanakan kegiatan pengendallan dan pelaporan sebagai berikut :

|
A. Desa/Kelurahan/KeIompok Masyarakat menglnmkan laporan data

realisasi fisik dan keuangan keglatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
setiap bulan; -

B. Desa/Kelurahan/Kélompok Masyarakat mengirimkan foto pada kondisi
0 % (nol perseni dan 100 % (seratus persen) untuk kegiatan fisik
konstruksi dan 10d %4(seratus persen) untuk fisik non konstruksi kepada
Pengguna Anggaéan Cq_.' Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaté{n Kar'anga.nyar paling lambat pada akhir tahun

anggaran.




. Desa/Kelurahaﬁ/}(elompok Masyarakat mengirimkan SPJ kepada

Pengguna Anggfaran Karanganyar Cq. Kepala Bagian Pembangunan

Sekretariat Daeréh Kabupaten Karanganyar.

. Tim -Pengarah dcj'an Tim Teknis Verifikasi Bantuan Langsung Masyarakat

i

dibantu  staf iadministraSi melaksanakan pengendalian  untuk

mengevaluasi mengenai pelaksanaan dan. perkembangan kegiatan di

‘masing-masing | Desa/Kelurahaanélompdk Masyarakat ~ penerima

i . .
bantuan dan me!alui rapat pengendalian.

Dilarang terjadir‘nya pengalihan kegiatan baik lokasi, volume dan jenis
kegiatan. ‘

BUPATI ANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum




